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s Legi

PONTIANAK. Bukan saja
temuan Rp 1,7 triliun yang
tak wajar pada aset Pemprov
Kalbar, Badan Pemeriksa
Keuangan RI Perwakilan Kal-
bar juga melaporkan kegan-
jilan dalam biaya %etjalanan
dinas anggota DPRD Kalbar
Tahun Anggaran 2010.
Dalam Dokumen Pelaksa-
naan Anggaran (DPA) Sek-
retariat DPRD dalam Tahun
Anggaran 2010 mengang-
garkan Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah sebesar
Rp 12.509.245.000 dengan
realisasi Rp 11.167.069.000
atau 89,27 persen.
Berdasarkan hasil pemer-

iksaan secara uji petik BPK
Perwakilan Kalbar atas per-
tanggungjawaban realisasi
belanja perjalanan dinas luar
daerah dan dokumen lain
terkait, bahwa terdapat J}Em-
bayaran perjalanan dinas
itu tidak sesuai ketentuan
dan terindikasi merugikan
keuangan daerah sebesar Rp
91.200.000.

Terdapat realisasi belanja
perjalanan dinas luar daerah
yang dilakukan oleh orang

ang sama pada waktu yang
ersamaan dengan perjalan-
an dinas luar daerah lainnya
sebesar Rp 35.500.000. Dan
diketahui terdapat perjala-

slator Kalbar Ganjil

nan dinas'luar daerah yang
dilakukan empat orang ang-
gota DPRD yang bersamaan
waktunya dengan perjalanan
dinas luar daerah lainnya.
Berdasarkan konfirmasi
kepada bendahara penge-
luaran diketahui bahwa un-
tuk pembayaran perjala-
nan dinas luar daerah atas
nama dua orang anggota
DPRD Kalbar merupakan
kesalahan bendahara pen-
geluaran dalam melakukan
pertanggungjawaban dan
pencatatan atas belanja.
Sehingga indikasi kerugian
sebesar Rp 15.300.000
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Perjalanan Dinas

merupakan tanggungjawab prib-
adi bendahara pengeluaran.
Kemudian, terdapat realisasi

belanja perjalanan dinas luar
daerah yang dilakukan ber-
samaan dengan pelaksanaan

sidang dalam TA 2010 sebesar
Rp 48.600.000. terdapat real-
isasi belanja perjalanan dinas
luar daerah yang dilakukan
bersamaan dengan pelaksanaan
kegiatan reses TA 2010 sebesar
Rp 7.100.000.

Hal itu tidak sesuai dengan UU
Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pasal 18
ayat (2) yang menyatakan untuk
melaksanakan ketentuan terse-
but pada ayat (1), pengguna ang-
garan/kuasa pengguna anggaran
berwenang menguji kebenaran
material surat-surat bukti men-
genai hak pihak penagih.

Kemudian pada ayat (3) dise-
butkan bahwa pejabat yang
menandatangani dan/atau
mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran
atas beban APBN/APBD ber-
tanggung jawab atas kebenaran
material dan akibat yang timbul
dari penggunaan surat bukti
dimaksud.

Sehingga hal itu mengaki-
batkan adanya realisasi belanja
perjalanan dinas luar daerah ber-
indikasi merugikan daerah Rp.
91.200.000 (Rp 35.500.000 +
Rp 48.600.000 + Rp 7.100.000)
yang disebabkan, Sekretaris

DPRD Provinsi Kalbar selaku
pejabat yang menandatangani
dan/atau mengesahkan doku-
men yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar penge-
luaran atas beban APBD, dalam
melaksanakan tugasnya tidak
sesuai dengan ketentuan. Dan
pejabat penatausahaan keuangan
(PPK) Sekretariat DPRD Provinsi
Kalbar dalam memverifikasi
pertanggungjawaban realisasi
belanja tidak sesuai dengan ke-
tentuan.

Atas temuan itu, pemerintah
provinsi Kalbar menyatakan
sr;gakat dengan hasil temuan
bahwa ada perjalanan dinas gan-
da atas nama ES dan M dengan
total biaya sebesar Rp 8.200.000.
Kelebihan atas perjalanan dinas
]g(anda tersebut akan disetorkan

e kas daerah sesuai ketentuan
yang berlaku.

Pemerintah provinsi juga
sepakat bahwa terdapat belanja
perjalanan dinas yang dilakukan
bersamaan dengan pelaksanaan
sidang. Atas kekeliruan tersebut,
anggota Dewan yang bersang-
kutan bersedia mengembalikan
selisih biaya harian sebesar Rp
13.000.000 untuk kemudian
disetorkan ke kas daerah se-
cepatnya.

Dalam laporan hasil pemer-
iksaan BPK itu, pemerintah
provinsi juga sepakat dengan

temuan belanja 1an dinas
yang dilakukan bersamaan den-
gan pelaksanaan kegiatan reses
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TA 2010 sebesar Rp 7.100.000,
dan akan segera menarik dana
tersebut dari yang bersangkutan
untuk kemudian disetrokan ke
kas daerah.

Selanjutnya, BPK mereko-
mendasikan kepada gubernur
Kalbar agar memberikan sanksi
sesuai ketentuan kepada Sekre-
taris DPRD yang tidak mematuhi
ketentuan terkait pengesahan
dokumen yang berkaitan dengan
surat bukti yang menjadi dasar
pengeluaran atau beban APBD.
Serta memberikan sanksi ke-
pada PPK Sekretariat DPRD yang
tidak menerapkan prinsip ke-
hati-hatian dalam memverifikasi
pertanggungjawaban realisasi
belanja sesuai ketentuan.

BPK juga memerintahkan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah/
Majelis TP/TGR Provinsi Kalbar
untuk memproses penetapan
indikasi kerugian daerah sebesar
Rp 91.200.000 dan memerintah-
kan Sekretaris DPRD selaku peng-
guna anggaran untuk melakukan
perbaikan atas ketidapatuhan
supaya pada masa yang akan
datang tidak terjadi lagi.

Dikonfirmasi via selular,
Sekretaris DPRD Kalbar, Bam-
bang Soerachmat mengatakan,
belum mengetahui temuan
tersebut. Ia mengaku belum
menerima foto copy LHP BPK
RI tersebut. “Saya fuga belum
tahu, karena belum dapat
copy-annya. Saya sedang di
luar daerah,” katanya. (jul



